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PengaruhlmplementasiKebijakanReformasiBirokrasi
t*.f,"Orp nfeUUvitas Organisasi Di Sekretariat Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Yeni Paramitha Ginting

W.Y. RomPas

Abstract:. This stwdy is how bureaucracy reform lolic1 implementation at the

Regional Secretarii Bolaang North Moigtniow, ind w.hethet there is influence

of the burnourroti- ,ifir* policy" imple,mentatlon. on organizational

effectiveness. The iethod ised inlnx iuay is a quantitative method' Sources of

data / research respondents were as *i"y as 37 employees were take-n by

random sampling techniquefrom 73 employees af the secretariat Regional Narth

Bclaang Bolaang. irtiuring data istig questionnaires and assisted with

interviewing technfques. The"analysfs techitqie used is th3 percentage analysis'

linear regression "rnotyrr, and"product ioment correlation'Results of data

analysis showed: ilS variable regression coeffcient bureau*atic reform policy

implementation to inrrrorc arginizationat iffeettvenels is significant posifive

and (2) the correlation coefficient and'ihe coefficient af determination

bureaucratic r"for* policy 
"implementation variables on organizational

effectiveness is signtifiint. bored on the results af that study concluded: (l)

Implementatton ai'iuie:oucratic refurm policies in the Regional Secretariat

Bolaang Nortlt Bolo'ong basicatly met the criteria efficient, ffictive' and

rational as mandated by Government Regulation !o' aI af 2A07' (2)--The

ffictiveness of the orgLnization in the {egional Secretariat Bolaang North

Brlaang generally higi enough / good, (3; ihe implementation of bureaucratic

reform policies hate"u relatiinship and a positive-and signtficant impact on the

,j1r"tiuin ss of the organization ii the Regionat Secretariat Bolaang Bolaang-

Keywords:reformofthebureaucracy,organizationalffictiveness.

BeriakunYa PP- No- 4l Tahun 2A07

Tentang brganisasi Perangkat Daerah,

pemerintah daerah KabuPaten

Bolaang Mongondow Utam telah

melakukan reformasi birokrasi pemerintah

daerah antara lain adalah Sekretariat

Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

t-Itara. Penataan kembali organisasi

daripada birokrasi pemerintah .daerah
*erupakatt bagian dari reformasi birokrasi

di Indonesia. Dengan reformasi birokrasi

pemerintah daetah, maka organisasi

ierangtat daerah diharapkan menjadi
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organisasi yang efisien dan efektif serta
solid dalam menjalankan perannya sebagai
wadah bagi pelaksanazm fungsi pemerintah
serta sebagai pros€s interaksi maksimal
antara pemerintah dengan

institusi daerah lairuaya, dan dengan
masyarakat (Sedarrrayanti, 2009). Dengan
demikian semangatnya refonnasi telah
mewarnai pendayagunaan aparafur negara
selama ini dengan tuntutan untuk
mewujudkan administrasi negara yang
mampu mendukung kelancaran dan
keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggariurn pemerintahan dan
pembangunan, dengan mempraktekkan
prinsip-pri nsip go o d gov e r nanc e.

Gibson dkk (1996), konsep efektivitas
dalam organisasi dapat dilihat dari tiga
sudut pandang, yaitu: efeirtivitas individu,
efektivitas kelompok, dan efektivitas
organisasi. (1) Pandangan dari segi
efektivitas individu menekankan pada hasil
kerja anggota tertentu dari organisasi.
Tugas yang harus dilaksanakan biasanya
ditetapkan sebagai bagian dari pekerjaan
atau posisi dalam organisasi. Zauhar
(1996) reformasi birokrasi adalah
merupakan suafu usaha sadar dan terencana

untuk mengubah: (1) struktur dan prosedur
birokrasi (aspek reorganisasi atau
institusionallkelembagaan); dan (2) sikap
dan perilaku birokrat (aspek perilaku), guna
meningkatkan efektivitas organisasi atau
tercitanya administrasi yang sehat.

Menurut Hahn Been Lee (dalam Zanthar,
1996), bahwa tujuan reformasi birokrasi
adalah : (a) penyempunaan tatanan
(keteraturan), (b) penyempumaan metode,
dan (c) penyempurnaan

unjuk kerja. Unruk rnencapai
penyempumaan tatananlketeraturan maka
diperlukan tipe reformasi prosedur; dan
untuk mencapai penyempurnaan metode
maka diperlukan tipe reformasi teknik;

sedangkan untuk mencapai penyempurnaan
unjuk kerja diperlukan reformasi program.

Kebijakan reformasi kelembagaan
birokrasi pemerintatr daerah yang
ditetapkan dalam PP. Nomor 41 Tahun
2007 pada prinsipnya dimaksudkan untuk
memberikan arah dan pedoman yang jelas
kepada daerah dalam menata organisasi
perangkat daerah yang efisie4 efektif dan
rasional sesuai dengan kebufuhan dan
kemampuan daerah masing-masing serta
adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi
dan simplikasi serta komunikasi
kelembagaan antara pusat dan daerah. Oleh
karena itu PP.41 Tahun 2007 secara tegas
dan rinci menetapkan ketentuan yang
berkenaan dengan organisasi perangkat
daerah, antara lain : kedudukan, tugas dan
fungsi perangkat daerah; besaran organisasi
dan perumpunan perangkat daerah; susunan
organisasi perangkat daerah; eselon
perangkat daerah; pembinaan dan
pengendalian organisasi perangkat daerah.
PP.41 Tahun 2007 juga menetapkan bahwa
penataan organisasi perangkat daerah harus
menerapkan prinsip*prinsip organisasi,
antara lain : visi dm misi yang jelas,
pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini
serta fungsi pendukung secara tegas,
efisiensi dan efektifitas, rentang kendali
serta tata kerja yang jelas.

Ditetapkannya Peraturan Daerah
tersebut menunjukkan bahwa di Sekretariat
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara telah mengimplementasikan
kebijakan reformasi birokrasi, sehingga
diharapkan dapat menciptakan organisasi
Sekretariat Daerah yang rasional, efisien
dan efektif. Namun apakah kebijakan
reformasi birokrasi tersebut telah
diimplementasikan sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ?, dan
apakah implementasi kebijakan tersebut
telah dapat meningkatkan efektivitas
organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
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Bolaang Mongondow ?; hal itu nampaknya
masih merupakan suatu permasalahan yang
perlu dijawab dan dikaji melalui suatu
penelitian. Terdorong untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan tersebut maka
ditetapkan judul penelitian ini yaitu
"Implementasi Kebijakan Reformasi
Birokrasi Terhadap Efektivitas Organisasi
di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow utara".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode survei
dengan pendekatan kuantitatif,
Penggunaan metode kuantitatif oleh
karena penelitian ini bermaksud mengukur
pengaruh variabel bebas terhadap variabel
terikat (Surakhmat, 1987), juga
merupakan suatu penelitian yang
didasarkan atas data angka-angka dan
perhitungannya (Umar, 1997).
Selanjutny4 Danim (2000)
mengemukakan bahwa metode survey
merupakan metode pengumpulan data
yang bersifat deskriptif, asosiatif, dan
iogika sebab akibat, mengenai peristiwa
atau fenomena melalui sejumlah unit atau
individu.

Variabel adalah sebuah konsep yang
mempunyai variasi nilai. Variasi nilai itu
akan tampak kalau variabel itu dibuat
tingkatantingkatannya atau dibuat definisi
operasionalnya (Malo, dalam Danim,
2000). Variabel-variabel dalam penelitian
ini ialah Implementasi kebijakan reformasi
birokrasi (sebagai variabel bebas), dan
efektifitas organisasi (sebagai variabel
terikat).

Populasi dalam penelitian ialah
seluruh Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara Jumlah PNS sebanyak 73 orang. Dari
populasi tersebut ditetapkan sampel
sebanyak 37 responden terdiri :dari
Sekretaris Daerah I orang; Asisten

Sekretaris Daerah 3 orang;Kepala Bagian
8 orang; Kepala Sub Bagian 10 orang dan
Staflpelaksana 15 orang. Insrtumen dan
teknik pengumpulan data yang digunakan
dalarn penelitian ini yaitu: koesioner,
wawancara, observasi, dan sfudi
dokumentasi.

Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini ialah
statistik deskriptif dan statistik inferensial.
Analisis statistik deskriptif yaitu untuk
mengetahui tentang status variabel
implementasi kebijakan reformasi
birokrasi, dan variabel efektivitas
organisasi.. Analisis statistik inferensial
atau statistik parametrik yang digunakan
ialah analisis regresi linier sederhana dan
korelasi sederhana. (Sudjana, 1990).

IIASIL PENELITIAN

A. Analisis Regresi Linier

Berdasarkan hasil pengolahan data
(lihat lampiran analisis data), diperoleh
nilai koefisien arah regresi (b) dan nilai
konstanta (a) seperti pada persamaan
regresi linier sebagai berikut:

Y = 1,342 + 1,033 X

Persamaan regeresi linier tersebut
menunjukkan bahwa koefisien arah regresi: 1,033 bertanda positif. Hal ini
mempunyai pengertian bahwa
pengaruh variabel implementasi kelijalkan
reformasi birokrasi [X) terhadap variabel
efektivitas organisasi (Y) di Sekretariat
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara adalah positif yaitu sebesar 1,033
skala per unit; artinya implementasi
kebijakan reforrnasi birokrasi (X) punya
pengaruh positif terhadap efektivitas
organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara (Y) dengan
rasio I : 1,033 atau 100 : 103,3. Uji
keberartian regresi (uji-F) didapat nilai
Fhim,,e : 173,131 pada probabilitas
kesalahan 0,000. Ini bermakna bahwa
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hubungan/pengaruh implementasi
birokrasikebijakan reformasi

terhadapefektivitas organisasidi Sekretariat

Kabupaten Bolaang MongondowUtara
ialah positif dan sangat nyata signifikan

. atau sangat meYakinkan.

B. Analisis Korelasi

Hasil analaisis data, didaPat

harga/nilai koefisien korelasi (r) : 0,912

dan koefisien determinasi (r2) : 0,832. Uji
signifikan didapat nilai t : 13,185 dengan

probabilitas kesalahan/kekeliruan 0,000.

Harga/nilai koefisien korelasi product

- 
moment sebesar r : 0,912 jelas mendekati

angka maksimum koefisien korelasi
(1,000); hal ini memberi petunjuk bahwa
derajat korelasi antara implementasi
kebijakan reformasi birokrasi dengan

efektivitas organaisasi di Sekretariat
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara adalah berada pada kategori
tinggilerat. Kemudian, harga/nilai koefrsien
determinasi determinasi sebesar I :0,827
atau 82,7yo mengartikan bahwa bahwa
perkembangan/peningkatan yang terjadi
pada efektivitas organisasi di Sekretariat
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara adalah sebesar 82,7Yo ditentukan oleh

. implementasi kebijakan reformasi birokrasi
yang telah dilakukan.

PEMBAHASAN

Dari hasil analisis regresi linier
(regresi sederhana) dan analisis korelasi
sederhana (korelasi product moment)
sebagaimana yang telah dlkemukakan di
atas telah dapat diketahui bahwa
implementasi kebijakan reformasi birokrasi
punya hubungan fungsionallpengaruh dan
daya determinasi yang signifikan terhadap
efektivitas organisasi di Sekretariat
Daearah Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara.

Sebagaimana telah dikernukakan di
atas, hasil analisis regresi linier untuk

menguji pola hubungan fungsionall
pengaruh dari variabel implementasi
kebiiakan reformasi birokrasi (X) terhadap
efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
d,idapat persamaan regresi linier yaitu : t:
1,342 + 1,033 X- Pada Persamaan regresi
ini menuqiukkan bahwa koefisien arah
regresi bertmrda positif yaitu b +
1,033;hal ini mempunyai pengertian bahwa
hubungan pengaruh variabel implementasi
kebijakan reforrnasi birokrasi terhadap
efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
ialah positif dengan pola perkembangan
sebesar 1 : 1,033, yang bermakna bahwa
perkembanganlpeningkatan implementasi
kebijakan reformasi birokrasi sebesar I
skala akan
perubahan/peningkatan

menyebabkan
efektivitas

organisasi sebesar 1,033 skala; dengan
kata lain dapat diinterpretasikan bahwa
implementasi kebijakan reformasi birokrasi
punya pengaruh positif terhadap efektivitas
organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara dengan pola
perkembangan 100 : 103,3. Ini dapat
diinterpretasikan peningkatan dalam
implementasi kebijakan reformasi birokrasi
sebesar 1o0% akan diikuti oleh
peningkatan efektivitas organisasi sebesar
1A33Yu

Pola hubungan pengaruh
implementasi kebijakan reformasi birokrasi
terhadap efektivitas organisasi tersebut
adalah sangat berartr/nyata atau sangat
signifikan sebagaimana ditunjukkan
dengan hasil pengujian keberartian regresi
dengan uji-F didapat nilai F5;6u,g: 173,131
pada taraf signifikan 0,000. Hasil analisis
regresi linier dan pengujian signifikan (Uji-
F) tersebut dapat memberikan kesimpulan
bahwa impelentasi kebijakan reformsi
birokrasi mempunyai hubungan pengaruh
positif dan signifikan terhadap efektivitas
organisasi di Sekretariat l)aerah
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Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
dengan kata lain dapatlah dinyatakan
implementasi kebijakan reformasi birokrasi
yang sudah dilakukan telah memberikan
hasil dan dampak positif yang berarti atau

signifikan terhadap efektivitas organisasi di
Sekretariat Daerah Kabapaten Bolaang

Mongondow Utara.

Pengujian selanjutnYa dengan

analisis korelasi sederhana (product
moment) juga membuktikan adanYa

hubungan pengaruh positif dan signifikan
dari implementasi kebijakan reformasi
birokrasi terhadap efektivitas organisasi di
Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara. Hasil analisis korelasi
product moment diperoleh koefisien
korelasi (r) sebesar 0,912 dan koefisien
determinasi (r2) sebesar 0,812 atat 83,2Yo-

Nilai koefisien korelasi (r2) sebesar 0,912
tersebut mendekati angka maksimum
(1,000), sehingga dapat diinterpretasi
bahwa korelasi implementasi kebijakan
reformasi birokrasi terhadap efektivitas
organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara adalah berada
pada kategori tinggi atau sangat erat.
Sedangkan nilai koefisien determinasi (/)
sebesar 0,832 'memberi petunjuk bahwa
implementasi kebij akan reformasi birokrasi
mempunyai daya penentr.r/pengaruh sebesar
8,32o/o terhadap perkembangan atau
elastisitas efektivitas organisasi di
Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara. Oleh karena koefisien
korelasi atau determinasi tersebut bertanda
positif maka dapat diiterpretasikan bahwa
peningkatan efektivitas organisasi di
Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondcw Utara adalah sebesar 83,20
ditenrukan atau dipengaruhi adanaya
implementasi kebijakan reformasi
birokrasi. sedangkan sisanya sebesar l6,8oh
ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor-
faktor lair:nya. Korelasi ataupun pengaruh
implementasi kebijakan reformasi birokrasi

terhadap efektivitas organisasi tersebut

adalah nyata atau signifikan pada taraf
signifikan 0,01 atau taraf
kepercayaan/keyakinan 9904, sebagaimana
ditunjukkan dengan hasil pengujian
signifikansi (uji-Q dimana didapat nilai
thit*s : 13,185 yang berada pada taraf
signifikan 0,000.

Hasil analisis regresi linier dan
analisis korelasi product moment berserta
seluruh pengujian signifikansinya tersebut
semuanya menunjukkan bahwa
implementasi kebijakan reformasi birokrasi
mempunyai pengaruh positif dan signifikan
terhadap efektivitas organisasi di
Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang
Mongoindow Utara. Dengan demikian
dapat dinyatakan bahwa hipotesis yang
diajukan dalam penelitian ini yakni
"terdapat pengaruh implementasi kebijakan
reformasi birokrasi terhadap efektivitas
organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Utar{', dapat
dinyatakan terbukti/teruji atau diterima
kebenarannya secara meyakinkan ata$
sangat signifikan.

Untuk mengetahui atau
memprediksi perkembangan / peningkatan
efektivitas organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
berdasarkan perkembangan implementasi
kebijakan reformasi birokrasi, maka dapat
dilakukan pengujian ketepatan prediksi
dengan metoda interpolasi. Dengan metode
interpolasi yaitu memasukkan nilai score
maksimum hasil pengarnatan/tabulasi data
variabel implementasi kebijakan reformasi
birokrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara (yakni 50) ke
dalam persamarm regresi linier hasil
analisis data, maka peningkatan yang akan
terjadi pada efektivitas organisasididapat
hasilperhitungan seperti di bawah ini:

t:1,342+ 1,033 (50): 52,99
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Perhitungan ketepatan prediksi di

atas memperlihatkan bahwa apabila

implementasi kebijakan reformasi birokrasi

dapat ditingkatkan kualitasnya dari kondisi
yang ada sekarang sebesar nilai score

maksimum hasil pengamatan variabel

tersebut (50), maka diperkirakan akan

terjadi peningkatan efektivitas organisasi di
Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara sebesar 52,99 skala,

atau jika dihitung dalam skala ideal

pengukuran variabel implementasi

kebijakan reformasi birokrasi (yakni : 60)

akan meningkat atau naik sebesar 0,8832

atau 88,32%. Hasil pengujian prediksi ini
'mengisyaratkan bahwa akan terjadi

peningkatan efektivitas organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara apabila implementasi

kebijakan reformasi birokrasi di kantor

tersebutdapat ditingkatkan atau dilakukan
dengan lebih baik lagi. Karena itu apabila

menghendaki adanYa Peningkatan
efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah

Kabupaten Bolaang MongondowUtara di
masa depan, maka kebijakan reformasi

birokrasi harus dilaksanakan dengan lebih
baik lagi dengan tetap mengacu pada

kriteria efisiensi, efektivitas dan

, rasionalitas sebagaimana amanat PP'41

Tahun 2407.

Dengan terujinYa hiPotesis

penelitian berdasarkan analisis statistik di
atas maka hal ini berarti bahwa penelitian

ini dapat membuktikan kebenaran pendapat

teoritis yang menyatakan adarrya hubungan

atau pengaruh implemenasi kebijakan
reformasi birokrasi terhadap efektivitas
organisasi. Sebagaimana dikemukakan
dalam uraian kerangka teoritis pada Bab
Ilbahwa kebijakan reformasi biorkrasi akan

dapat menciptakan atau mewujudkan
organisasi birokrasi yang memenuhi ciri-
ciri seperti : mempunyai strategi yang jelas,

organisasi flat atau ditoleransi bersifat
dasar, organisasi ramping atau tidak terlalu

banyak pembidangan secara horizontal,
organisai bersifat jejaring, organisasi

bersifat fleksibel dan adaptif, organisasi

banyak diisi jabatan fungsional, dan

organisasi menerapkan strategi learning
organization (Sedarmayanti, 2009).Para
atrli teori dibidang manajemen organisasi

umumnya juga umumnya menYatakan

bahwa dengan penataan organisasi, akan

membantu organisasi dalam mencapai

tujuannya secara efektif (Gibson dkk,
1998). Laevitt (dalam Stoner dan

Wankel,1996) juga mengatakan bahwa

penataan struktur organisasi dengan

melakukan desain kembali organisasi,

desentralisasi, dan perubahan alur kerja
dalam organisasi dapat meningkatkan
prestasi kerja organisasi karena penataan

kembali organisasi dapat menyebabkan
peningkatan produktivitas dan semangat

kerja serta kepuasan kerja yang tinggi-
Hasil Penelitian ini secara

keseluruhan menggambarkan bahwa

implementasi kebijakan reformasi birokrasi
pernerintah daerah, khususnya penataan

organisasi Sekretariat Daearah Kabupaten

Bolaang Mongondow Utara berdasarkan

PERDA No. Tahun 2008 (telah dirubah
dengan PERDA No.l Tahun 2009) telah

dapat meningkatkan efektivitas organisasi-

Hal ini dapat menunjukkan bahwa

kebijakan reformasi birokrasi pemerintah

daerah yang ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2A07, telah 

"

dapat memberikan dampak positif dalam
meningkatkan efektivitas organisasi
perangkat daerah. Sebagaimana disebutkan
dalam PP.41 Tahun 2007 bahwa dengan
penataan kernbali organisasi perangkat,
maka diharapkan akan mewujudkan
organisasi perangkat daerah yang efisien
dan efektif.

KESIMPULAII DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini

sebagaimana telah diuraikan di atas, maka

66



7
I

ruRNAL ILMU ADMINISTRASI VOLUME 9, NOMOR 2 AGUSTUS 2013

dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut
:(1) Implementasi kebijakan reforrnasi

birokrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten

Bolaang Mongondow Utara pada dasamya

telah memenuhi kriteria efisien, efektif, dan

rasional sebagaimana amanat Peraturan

Pemerintah Nomor 4l Tahun 20A7. (2)

Efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
umunnya sudah cukup tinggi/baik; (3)

implementasi kebij akan reformasi birokrasi
punya hubungan dan pengaruh positif dan
sangat siguifikan terhadap efektivitas
organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan hasil

penelitian ini, hasil penemu:)n dalam maka
dapatlahlah dikemukakan beberapa saran

kepada pihak-pihak terkait, yaitu sebagai

berikut : (l)Efektivitas organisasi setiap
satuan organisasi (bagian, sub-bagian) di
Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara masih perlu
ditingkatkan. {2) Untuk lebih
meningkatkan efektivitas organisasi maka
reformasi birokrasi (penataan kembali
organisasi) yang telah dilaksanakan di
Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utar4 harus diikuti dengan
upaya peningkatan kapasitas dan

kapabilitas sumberdaya manusia
aparatumya, dan juga penyediaan sarana
dan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas.
(3)Sehubungan dengan implementasi
kebijakan reformasi birotrasi memiliki
hubungan dan pengaruh positif yang sangat
signifikan terhadap efektivitas organisasi

di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow, oleh sebab itu dapat
dipertahankan untuk lebih ditingkatkan
agar lebih dioptimalkan-
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